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RUMAH DEMOKRASI

Oleh Nurcholish Madjid

Ketika kelompok-kelompok dan gerakan-gerakan muncul, biasanya 
mereka tampil dalam bentuk gerakan pembela hak asasi dan per
baikan harkat atau dignity kaum lemah atau tersisih. Gerakan 
seperti itu dengan sendirinya menegaskan klaim moral yang 
asasi, yaitu harkat kemanusiaan universal dan persamaan semua 
orang. Karena klaim yang demikian itu benar-benar mendasar, 
maka tidak mudah ditolak atau disanggah terang-terangan oleh 
para pemegang kekuasaan negara, di mana saja di seluruh dunia. 
Akibatnya, gerakan hak asasi dan perbaikan harkat kaum lemah 
boleh jadi menikmati kebebasan berkiprah yang lebih besar dari
pada kekuatan-kekuatan oposisi atau kelompok-kelompok yang 
menghendaki pembagian kembali sumber-sumber daya ekonomi 
melalui tuntutan pemerataan, misalnya.

Gcrakan hak asasi dan pcmbelaan martabat kaum lemah juga 
mungkin lebih kebal dari kooptasi, karena tuntutannya mungkin 
tidak mudah ditembus, dibayar atau disuap dengan hak istimewa 
atau previlisi tertentu, kedudukan, atau uang untuk pribadi-pribadi 
para pejuangnya.

Meskipun unsur-unsur masyarakat madani boleh jadi berdiri 
tegak sebagai oposisi terhadap pemerintah, pemerintah sendiri 
tidak boleh melupakan peran pokoknya selaku wasit, pembuat 
aturan, dan penertib masyarakat madani. Sebab masyarakat 
madani atau civil society itu, bagaimanapun bukanlah pengganti 
pernerintah. Terlalu sering muncul harapan civil society adalah 
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suatu obat mujarab, namun bukti menunjukkan dengan jelas 
bahwa negara mempunyai peran kunci untuk ikut mendorong 
pertumbuhan demokratisasi. Demokratisasi bukanlah musuh 
bebuyutan ataupun kawan setia bagi kekuasaan negara. Negara 
dituntut untuk mampu menangani civil society sebegitu rupa 
sehingga tidak terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Sebaliknya, 
kalangan civil society harus senantiasa menyadari bahwa demokrasi 
masyarakat tidak dapat dibina melalui kekuasaan negara. Memang 
benar, sebagaimana menjadi keyakinan banyak sarjana, civil society 
adalah musuh alamiah otokrasi, kediktatoran, dan bentuk-bentuk 
lain tentang kekuasaan arbitrer. Civil society adalah bagian organik 
demokrasi, dan ia menurut definisinya sendiri adalah lawan rezim-
rezim absolutis. Tapi mengkhawatirkan civil society akan mampu 
menumbangkan pemerintahan adalah sikap yang naif. Bahkan 
sebenarnya saling berhubungan antara pemerintah dan civil society 
lebih sering didefinisikan dalam kcrangka kerja sama daripada 
konflik. Karena itu di negara-negara dengan susunan kekuasaan 
tidak demokratis, kita perlu adanya strategi-strategi yang halus. Kita 
memerlukan suatu kerangka yang memberi peluang kepada warga 
masyarakat untuk mengikat tali hubungan dengan pemerintah pada 
suatu saat, dan pada saat yang lain mungkin mengendorkan atau 
malah melepaskan ikatan itu, namun dengan tanggung jawab.

Kita juga perlu pada ruang bagi adanya ikatan antara negara 
dan civil society baik yang sejalan maupun yang bersimpangan jalan. 
Dan dari segi kepraktisan, tidaklah realistis mengharapkan serikat-
serikat kewargaan untuk memikul tugas oposisi dalam konteks 
negara yang penguasanya sering menyamakan antara oposisi dan 
pembangkangan.

Berkaitan dengan itu, dapat diamati banyaknya pemimpin 
politik yang bersedia melakukan liberalisasi, namun sedikit 
sekali yang bersedia melakukan dan mendukung demokratisasi. 
Liberalisasi hanya mengacu pada tindakan perbaikan untuk 
membuka jalan keluar bagi kebebasan menyatakan pendapat, 
membatasi pelaksanaan kekuasaan yang arbitrcr, dan membiarkan 
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tumbuh serikat-serikat politik, hal mana tentu saja tidaklah terlalu 
buruk. Tapi sebaliknya, demokratisasi, menuntut pemilu yang 
benar-benar bebas, partisipasi rakyat umum dalam kehidupan 
politik, serta — dalam bahasa yang gamblang — melepaskan 
belenggu yang membatasi kebebasan orang banyak atau massa.

Kesediaan pemerintah mau melakukan liberalisasi dalam 
artian tersebut diduga karena dan diharap, dapat mempertinggi 
tingkat kesuksesan, karena itu mengukuhkan legitimasinya sebagai 
pemerintah; sementara demokratisasi dihalangi karena secara keliru 
diduga, dan dikhawatirkan, akan merongrong pemerintahan. Inilah 
tantangannya di masa rcformasi ini: bukan hanya melakukan 
liberalisasi politik tetapi juga sekaligus demokratisasi. Dan sekaligus 
civil society menjadi rumah untuk proses demokrasi itu. [v]
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